
SALIN AN 

BUPATI SEKADAU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK) KABUPATEN SEKADAU 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2010 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Kabupaten 

(IFK) Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi dengan 

dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 

2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi 

Kabupaten (JFK) Kabupaten Sekadau. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ten tang 

tentang 2014 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nom or 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaran Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 l tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
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menetapkan 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI SEKADAU NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI KABUPATEN 

(IFK) KABUPATEN SEKADAU. 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sekadau Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi 

Farmasi Kabupaten (JFK) Kabupaten Sekadau (Serita Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 104), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala dan Kepala 

Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi 

Farmasi Kabupaten (JFK) tidak lagi menduduki jabatannya 

tersebut dan dikembalikan kepada Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang kepegawaian dan/atau ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai penyederhanaan birokrasi. 
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PasaJ 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri 
Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis 

InstaJasi Farmasi Kabupaten Sekadau tetap melaksanakan 

tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 

PasaJ 4 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Di tetapakan di Sekadau 
pada tanggaJ 6 Desember 2021 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

ARON 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggaJ 6 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

MOHAMMAD ISA 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 66 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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